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ABSTRAK 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa pemblokiran terhadap sertifikat hak atas 

tanah dapat dilakukan pihak pengadilan karena adanya gugatan, di antaranya karena terjadinya 

sertifikat ganda, hutang piutang atau karena pailit, seperti yang terjadi di Kabupaten 

Sukoharjo, juga telah terjadi pemblokiran terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut karena 

adanya suatu permasalahan yaitu karena adanya sengketa atau dijaminkan kepada seseorang 

dan mempunyai hubungan hukum, dimana terdapat utang piutang dengan jaminan sertifikat 

hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana prosedur 

pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan apakah 

hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti.  Pada 

penelitian ini berdasarkan pendekatan Sosiologis, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer di lapangan. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan BPN Sukoharjo. 

Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data 

menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa prosedur 

pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencatatan Blokir dan Sita. Hambatan-hambatan yang timbul 

dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses 

pengurusan hak atas tanah, serta ketidaktahuan mereka tentang pentingnya dokumen yang 

diperlukan. Selain itu, kehadiran para pihak pada panggilan dari kantor pertanahan sangat 

penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tanah, namun seringkali tidak 

hadir ketika dipanggil, sehingga proses penyelesaian permasalahan menjadi lambat dan tidak 

kunjung selesai. Penyelesaian sengketa yang tidak kunjung selesai juga dapat terjadi karena 

membutuhkan waktu dan proses yang panjang. 

Kata kunci : Pemblokiran, Tanah, BPN Sukoharjo. 

 

ABSTRACT 
The fbackground fof fthe fproblem fin fthis fresearch fis fthat fblocking fof fland frights 

fcertificates fcan fThis fwas fdone fby fthe fcourt fbecause fof fa flawsuit, fincluding fdue fto 

fdouble fcertificates, fdebts for fbankruptcy, fas fhappened fin fSukoharjo fRegency, fthere fwas 

falso fa fblocking fof fthe fland ftitle fcertificate fbecause fof fa fproblem, fnamely fbecause 

fthere fwas fa fdispute for fit fwas fguaranteed fto fsomeone fand fhave fa flegal frelationship, 

fwhere fthere fare fdebts fand freceivables fsecured fby fland ftitle fcertificates. The faim fof 

fthis fresearch fis fto ffind fout fwhat fthe fprocedure fis ffor fblocking fland ftitle fcertificates 
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fat fthe fSukoharjo fRegency fLand fOffice fand fwhat fobstacles farise fin fimplementing fthe 

fblocking fof fland ftitle fcertificates fat fthe fSukoharjo fRegency fLand fOffice. This fresearch 

fuses fempirical flegal fresearch fwith fdescriptive fqualitative fmethods. fThe fdescriptive 

fmethod fis fa fresearch fmethod fthat faims fto fdescribe for fdescribe fthe fobject fbeing 

fstudied. fIn fthis fresearch, fit fis fbased fon fa fsociological fapproach, fsociological flegal 

fresearch, fnamely fresearch fthat fis finitially fstudied fis fsecondary fdata, fand fthen 

fcontinues fwith fresearch fon fprimary fdata fin fthe ffield. fThe fresearch flocation fis fat fthe 

fSukoharjo fBPN fLand fOffice. fThe ftypes fof fdata fused finclude fprimary fdata fand 

fsecondary fdata. fThe fdata fcollection ftechnique fused fis fthrough finterviews fand flibrary 

fresearch fin fthe fform fof fbooks, fstatutory fregulations, fdocuments, fand fso fon. fData 

fanalysis fuses fqualitative fdata fanalysis. The fresults fof fhis fresearch fillustrate fthat fthe 

fprocedures ffor fblocking fland ftitle fcertificates fat fthe fSukoharjo fRegency fLand fOffice 

fare fcarried fout fusing fclear fprocedures fand fin faccordance fwith fthe fprovisions fof 

fstatutory fregulations fwhich frefer fto fthe fRegulation fof fthe fMinister fof fAgrarian fAffairs 

fand fSpatial fPlanning/Head fof fBPN fNumber f13 fof f2017 fconcerning fProcedures ffor 

fRecording fBlocks fand fSita. fObstacles fthat farise fin fthe fimplementation fof fblocking 

fland ftitle fcertificates fat fthe fSukoharjo fRegency fLand fOffice finclude fa flack fof 

funderstanding fof fthe fcommunity fand fparties finvolved fin fthe fprocess fof fobtaining fland 

frights, fas fwell fas ftheir fignorance fabout fthe fimportance fof fthe fdocuments frequired. 

fApart ffrom fthat, fthe fpresence fof fthe fparties fwhen fsummoned ffrom fthe fland foffice fis 

fvery fimportant fin fresolving fland-related fproblems, fbut fthey foften fdo fnot fappear fwhen 

fsummoned, fso fthat fthe fprocess fof fresolving fthe fproblem fbecomes fslow fand fnever 

fends. fUnresolved fdispute fresolution fcan falso foccur fbecause fit frequires ftime fand fis fa 

flong fprocess. 

 Keywords f: fBlocking, fLand, fBPN fSukoharjo. 

 

A. PENDAHULUAN 

 Tanah fmerupakan fsumber fkebutuhan fhidup fmanusia fyang fsangat fmendasar 

fkarena fhampir fseluruh faktivitas fmanusia fdimuka fbumi fbaik fsecara flangsung fmaupun 

ftidak flangsung fmembutuhkan ftanah.1 fKehidupan fmanusia fmelibatkan fberbagai fmacam 

fkebutuhan fdan fpermasalahan fyang fmempengaruhi fhubungan fantara fmasyarakat. fHal 

fini fdisebabkan fkarena fmanusia fmerupakan fmakhuk fsosial fyang fhidup fsecara 

fberkelompok fdan fmemiliki fkebutuhan fyang fberagam, ftermasuk fkebutuhan fakan ftanah 

fyang fmerupakan fsumber fdaya falam fyang fterbatas fdalam fpenguasaan fdan fpemiliknya. 

 Tanah fmemiliki fperanan fpenting fdalam fkehidupan fmanusia, fkarena fselalu fada 

fhubungan fyang ferat fdalam fhubungan fmanusia fdengan ftanah. fHal fini fdapat fdipahami 

fkarena ftanah fmerupakan ftempat ftinggal, ftempat fmelangsungkan fkehidupan, fdan 

fmanusia fmemperoleh fpangan fdengan fcara fmendayagunakan ftanah. fTanah fjuga fdapat 

fmemicu fpersengketaan fantara fmanusia fdengan flainnya fkarena fsetiap fmanusia fingin 

fmenguasai ftanah fmilik forang flain fdikarenakan fbanyaknya fsumber fdaya falam fyang 

fterkandung fdi fdalamnya fataupun fkarena fnilai fyang fdapat fdihasilkan fdari ftanah 

ftersebut.2 

Untuk fmengatasi fmasalah ftersebut, fpemerintah fmengeluarkan fberbagai fperaturan 

fdan fkebijakan fdalam fpengelolaan, fpengaturan, fdan fpengurusan ftanah. fSalah fsatu 

fperaturan ftersebut fadalah fUndang-Undang fNomor f5 fTahun f1960 ftentang fPeratuan 

 
1 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), hal.172 
2 Kartasapoetra. G, dkk, 1991, Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, PT Rineka 

Cipta, Jakarta, hal. 1 
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fDasar fPokok-Pokok fAgraria fyang fselanjutnya fdisebut fdengan fUUPA.3 fTujuan fdari 

fperaturan ftersebut fadalah funtuk fmemberikan fjaminan fdan fperlindungan fhukum fhak 

fatas ftanah fbagi fpemiliknya. fNamun fmasih fbanyak fpermasalahan flainnya fyang fterkait 

fdengan ftanah, fseperti fmasalah fsertifikasi ftanah, fperubahan ffungsi flahan fdan fkonflik 

fagraria. 

Pasal f19 fUndang-Undang fNomor f5 fTahun f1960 ftentang fPeraturan fDasar fPokok-

Pokok fAgraria f(UUPA) fyang fdijelaskan fdalam fpasal f19 fayat f(1) fbahwa fpemerintah 

fmenegaskan fkewajiban funtuk fmelaksanakan fpendaftaran ftanah fdiseluruh fwilayah 

findonesia. fTujuannya fadalah funtuk fmencapai fkepastian fhukum fmelalui frangkaian 

fkegiatan fyang fdilakukan fsecara fterus fmenerus, fberkesinambungan, fdan fteratur. 

fKegiatan fpendaftaran ftanah fmeliputi fpengumpulan, fpengolahan, fpembukuan, fdan 

fpenyajian fdata ffisik fdan fyuridis, fserta fpemeliharaan fdata fdalam fbentuk fpeta fdan 

fdaftar. fSelain fitu, fpendaftaran ftanah fjuga fmencakup fpemberian fsertifikat fsebagai fbukti 

fhak fatas ftanah fdan fsatuan frumah fsusun, ftermasuk fhak-hak ftertentu fyang 

fmembebaninya.4 

Pelaksanaannya fpendaftaran ftanah fmeskipun ftelah fdilakukan, fnamun ftetap 

fmengalami fsengketa-sengketa fpertanahan fdi ftengah fmasyarakat fdan fbahkan fdapat 

fberujung fpada fpengajuan fgugatan fke fPengadilan. fAkibatnya, fsertifikat fhak fatas ftanah 

fdapat fdiblokir foleh fKantor fPertanahan fsebagai flangkah fpengamanan fsementara. fHal 

fini fmengakibatkan fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah foleh fKantor fPertanahan, 

fkarena fsertipikat fsebagai falat fpembuktian fyang fkuat fternyata fbelum fmenjamin 

fkepastian fhukum fpemiliknya. fPemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fdapat fdilakukan 

foleh fpihak fpengadilan fkarena fadanya fgugatan, fseperti fsertifikat fganda, fhutang 

fpiutang, fatau fpailit.5 fSelain fitu, fpendaftaran fpemblokiran fhak fatas ftanah fjuga fdapat 

fdilakukan foleh fperseorangan fatau fpemohon fyang fbersangkutan fdikarenakan fterjadi 

fsengketa fpertanahan fataupun fkehilangan fsertifikat. 

Kesenjangan fyang fterjadi fantara fharapan fdan fkenyataan fdalam fhal fpemblokiran fhak 

fatas ftanah fseringkali fmenjadi fmasalah fyang fkompleks fdan fmembingunkan.6 fPada 

fdasarnya, ftidak fakan fterjadi fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fjika fsemua 

fprosedur fdan fpersyaratan ftelah fdipenuhi fdengan fbenar fdan flengkap. fNamun fpada 

fkenyataannya, fterkadang fterjadi fpemblokiran fhak fatas ftanah fkarena fberbagai falasan 

fyang fkompleks fdan fberagam. fSalah fsatunya fpenyebab futama fpemblokiran fhak fatas 

ftanah fadalah fadanya fhubungan fkepentingan fantara fpemblokir fdan fpemilik ftanah fatau 

fkepentingan fpemilik ftanah fitu fsendiri. fMisalnya, fpemblokiran fdapat fterjadi fkarena 

fadanya fhutang-piutang fyang fbermasalah, fwanprestasi, fsertipikat fhilang, fpembagian 

fwaris fyang ftidak fadil, fpemalsuan fatau fsengketa ftanah flainnya. 

Akibat fdari fpemblokiran fhak fatas ftanah fdapat fsangat fmerugikan fpemilik ftanah, 

fseperti ftidak fdapat fmelakukan ftransaksi fjual fbeli fatau fpengalihan fhak fatas ftanah, 

ftidak fdapat fmengajukan fkredit fatau fpinjaman fdan flain fsebagainya. fNamun, fterkadang 

fada fhambatan fdalam fmenyelesaikan fmasalah fpemblokiran fhak fatas ftanah, fseperti 

fkurangnya fbukti fatau fdokumen fyang fdiperlukan, fprosedur fhukum fyang frumit, 

fpemahaman fdari fmasyarakat fyang fkurang fmemahami ftata fcara fblokir fatau 

 
3 Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam 

menyelesaikan sengketa agraria. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 19(2), 1109-1121. 
4 Parlindungan, AP, 1988, Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA, Alumni, 

Bandung, hal. 2 
5 Iskandar Dadang, Peranan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bogor Dalam Penyelesaian Sengketa Atas 

Sertipikat Ganda, Yustisi 1, no 2 (2014) hal: 1–13 
6 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media 2008), 

hal. 8. 
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fketidakmampuan fpemilik ftanah funtuk fmembayar fbiaya fhukum fyang fdiperlukan. fOleh 

fkarena fitu, fdiperlukan fupaya fyang fserius fdan fkomprehensif fdari fsemua fpihak fterkait 

funtuk fmengatasi fmasalah fpemblokiran fhak fatas ftanah fdan fmemastikan fbahwa fhak-

hak fpemilik ftanah fterlindungi fdengan fbaik. 

Pembokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fyang fterjadi fdi fKantor fPertanahan fKabupaten 

fSukoharjo fdisebabkan fkarena fberbagai falasan fsalah fsatunya fadanya fsengketa fatau 

fdijaminkan fkepada fseseorang fdan fmempunyai fhubungan fhukum, fdimana fterdapat 

futang fpiutang fdengan fjaminan fsertifikat fhak fatas ftanah fyang fmana fsertifikat ftersebut 

ftidak fdalam fcatatan fpembebanan fhak ftanggungan, fkemudian fterjadi fwanprestasi 

f(cidera fjanji), fangsurannya fyang ftidak flancar/ fpembayarannya fyang ftidak flancar fdan 

fpada fakhirnya fpemilik fhak fatas ftanah fmengajukan fgugatan fke fpengadilan fdengan 

fmengajukan fgugatan fke fKantor fPertanahan fSukoharjo funtuk fmelakukan fpemblokiran 

fhilangnya fsertifikat fhak fatas ftanah.7 fSeperti fhalnya fsehubungan fdengan fpermohonan 

fpencatatan fblokir fdari fSularno fterhadap fsertifikat fHM fNo. f3568 fatas fnama fSularno 

fterletak fdi fDesa/Kel fPonowaren fKecamatan fTawangsari fKabupaten fSukoharjo, fyang 

fdijaminkan fke fseseorang funtuk fmeminjam fuang fsebesar fRp. f175.000.000, fnamun 

fSularno fberusaha fakan fmengganti fuang ftersebut fyang fkemudian fmelakukan fpencatatan 

fblokir fke fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo fsupaya ftidak fterjadi fperalihan fke 

fpihak flain fyang fmana fbahwa fSularno fselaku fpemohon fblokir fmelampirkan fbukti 

fadanya fhubungan fhukum fantara fpemohon fblokir fdengan fobyek ftanah fyang fdi 

fmohonkan fblokir, fberupa:8 

a. Foto fcopi fsah fKartu fTanda fPenduduk fselaku fpemegang fsertipikat. 

Berdasarkan fPeraturan fMenteri fAgraria fDan fTata fRuang/ fKepala fBadan fPertanahan 

fNasional fNomor f13 fTahun f2017 fdan fPMNA fNomor f3 ftahun f1997 fpasal f126, fmaka 

fpermohonan fpencatatan fblokir ftersebut fdapat fdilaksanakan/ fdapat fdicatatkan fdan 

fdalam fjangka fwaktu f30 fhari fkalender fterhitung fsejak ftanggal fpencatatan, fmaka fblokir 

fhapus fdengan fsendirinya. 

Perlindungan fhukum fdan fkedudukan fpemegang fsertifikat fhak fatas ftanah fsaat 

fdilakukan fpemblokiran fadalah fbagi fpemegang fhak ftidak fdapat fmelakukan fperbuatan 

fhukum fkepada ftanah fyang fdiblokir fselama f30 fhari fsemenjak fpencatatan fblokir 

fdilakukan fhal fini fdi fjelaskan fdalam fpasal f19 fUndang-Undang fPokok fAgraria/ 

fPeraturan fPemerintah fNomor f24 fTahun f1997 ftentang fpendaftaran ftanah ftidak fakan 

fhilang.9 fKepastian fhukum fpemegang fhak ftetap fmelekat fpadanya fselama fbelum fada 

fperalihan fhak fatas ftanah fyang fdimilikinya. fJika fsaat fjangka f30 fhari fpemblokiran 

fhabis fnamun fsengketa fbelum fselesai fdilakukan fpencatatan fpemblokiran ftidak fakan 

fhapus fdemi fhukum fdan fakan ftetap fberlaku fselama ftidak fada fpermohonan fcabut foleh 

fpemohon fataupun fketentuan-ketentuan flain fyang fmenjadi falasan fhapusnya fblokir 

fsesuai fdengan fpasal f14 fPeraturan fMenteri fAgraria fdan fTata fRuang/ fKepala fBadan 

fPertanahan fNasional fNomor f13 fTahun f2017 ftentang fTata fCara fBlokir fdan fSita fyang 

fmenyatakan fbahwa fpencabutan fblokir fdilakukan fapabila ftidak fada fpenetapan fatau 

fputusan fpengadilan fdalam fjangka fwaktu f30 fhari fsejak ftanggal fpencatatan fblokir, fdan 

fdapat fdiperpanjang. 

 
7 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 10 Juni 2024 jam 09:00 di ruang kerjanya. 
8 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 10 Juni 2024 jam 09:00 di ruang kerjanya. 
9 Ulfa, J., & Andraini, F. (2020). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Pemegang Hak Terhadap Pemblokiran 

Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. Dinamika Hukum, 21(2), 19-28. 21(2),  
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Sebagaimana furaian fsebelumnya, ftujuan fpublisitas fadalah funtuk fmemberikan 

fkesempatan fkepada fsetiap findividu fatau fbadan fhukum fyang fmenganggap fberhak 

fmemiliki fhak fatas ftanah funtuk fmengajukan fgugatan fke fpengadilan fsetempat fdan 

fmengajukan fpermohonan fpencatatan fblokir fdi fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo 

fserta fmenyerahkan fsalinan fkepada fkantor fpertanahan funtuk fdicatat fsebagai fobjek 

fperkara fdi fbuku ftanah fdan fdaftar flainnya. fPenelitian ftentang fpemblokiran fsertifikat 

fhak fatas ftanah fyang fakan fdilakukan foleh fpeneliti funtuk fmengetahui fdan fmenganalisis 

fprosedur fpelaksanaan fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fserta fhambatan-hambatan 

fyang fdihadapi foleh fkantor fpertanahan fdalam fpelaksanaannya. fPenelitian fini 

fmenggunakan fdata flapangan fberupa fdokumen-dokumen fpermohonan fpencatatan fblokir 

fsertifikat fhak fmilik fatas ftanah fserta fhasil.10 fSehingga fpenelitian fini fmenjadi funsur 

fkebaharuan fdalam fpenelitian. fDari fhal fitulah fpenulis ftertarik funtuk fmengambil 

fpenelitian fdi fkantor fpertanahan fkabupaten fsukoharjo. 

Berdasarkan furaian fdiatas fdapat fdiketahui fbahwa ftujuan fdari fpenulisan fini fialah 

funtuk fmengetahui falasan-alasan fterjadinya fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah, 

fseperti funtuk fmenciptakan ftertib fadministrasi fpertanahan fdan fmenyelesaikan fsengketa 

ftanah. fDengan fdemikian, fpenelitian ftentang fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah 

fdapat fmemberikan fpemahaman fyang flebih fbaik ftentang fproses fdan ftujuan fdari 

fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fserta fhambatan-hambatan fyang fdihadapi fdalam 

fpelaksanaannya. Berdasarkan fpendahuluan fdi fatas ffokus fpermasalahan fdalam fpenelitian 

fini fdapat fdirincikan fsebagai fberikut: 

1. Bagaimanakah fprosedur fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fdi fKantor 

fPertanahan fKabupaten fSukoharjo? 

2. Apakah fhambatan-hambatan fyang ftimbul fdalam fpelaksanaan fpemblokiran fsertifikat 

fhak fatas ftanah fdi fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo? 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis fpenelitian fyang fdigunakan fpenulis fmenggunakan fmetode fdeskriptif, fyaitu 

fmetode fpenelitian fyang fbertujuan funtuk fmenggambarkan fatau fmelukiskan fobjek fyang 

fditeliti. fMenurut fSoenarjo, fpenelitian fdeskriptif fadalah fpenelitian fyang fbertujuan 

funtuk fmemecahkan fmasalah fsaat fini f(masalah fyang faktual), fdengan fmengumpulkan 

fdata, fmenyusun, fmengklasifikasikan, fmanganalisa, fdan fmenginterprestasikan.11 fTujuan 

futama fdari fpenelitian fini fadalah funtuk fmemperkuat fhipotesa-hipotesa, fagar fdapat 

fmemperkuat fteori-teori flama, fatau fdi fdalam fkerangka fmenyusun fteori-teori fbaru.12 

fData fyang fdidapat fdari fpenelitian fini fmeliputi fwawancara fdengan fpemimpin fdan 

fanggota fstaf fyang fsecara flangsung fmenangani fmasalah fpertanahan, fstudi fkepustakaan, 

fdan fdokumentasi. fDalam fpenelitian fkali fini, fpenulis fmelakukan fpenelitian fguna 

fmendapatkan fdata fdan fmenggali finformasi fdi flapangan fyang flebih fmendalam fdengan 

fcara fmendatangi flokasi fsecara flangsung fyang fdiambil foleh fpeneliti fyaitu fberada fdi 

fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo fyang fterletak fdi fJl. fJend. fSudirman fNo. 

f310, fSukoharjo f57527. 

Penelitian fini fmenggunakan fpendekatan fpenelitian fhukum fsosiologis, fbahwa 

fpenelitian fhukum fsosiologis fmelakukan fpenelitian fpada fdata fsekunder fsebelum 

fmelakukan fpenelitian fpada fdata fprimer fdi flapangan.13 fSumber fdata fyang fdigunakan 

 
10 Anindita, K. D. C. (2020). Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). 
11 Soenarjo, 2004, Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 15-16 
12 Soerjono Soekanto, 2006, Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 10 
13 Ibid, hal. 52 
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fdalam fpenelitian fini fberasal fdari fdua fsumber fyaitu fsumber fdata fprimer fyang fberasal 

fdari fpejabat fBPN fKabupaten fSukoharjo fyang fmenangani fmasalah fpemblokiran 

fsertifikat fhak fatas ftanah fdan fsumber fdata fsekunder fyang fberasal fdari fliteratur, fbuku, 

fjurnal, fperaturan fdaerah fKabupaten fSukoharjo ftentang fpemblokiran fsertifikat fhak fatas 

ftanah, fdan fsumber flain fyang frelevan fdengan fsubjek fpenelitian. fPenulis fdalam 

fpenelitian fini fmeneliti fdata fsekunder fyang fberasal fdari fliteratur fdilanjutkan fdengan 

fpenelitian fterhadap fdata fprimer fyaitu fwawancara fdengan fpejabat fBadan fPertanahan 

fKabupaten fSukoharjo fyaitu fdengan fBapak fSularso, fAptnh.,MM. fselaku fKepala fSeksi 

fpengendalian fdan fPenanganan fSengketa funtuk fmemperoleh fsebuah finformasi ftentang 

fprosedur fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fdi fKantor fPertanahan fKabupaten 

fSukoharjo fdan fhambatan-hambatan fyang ftimbul fdalam fpemblokiran fsertifikat fhak fatas 

ftanah fdi fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prosedur fPemblokiran fSertifikat fHak fAtas fTanah fDi fKantor fPertanahan 

fKabupaten fSukoharjo 

Penerbitan fsertifikat fhak fatas ftanah fmerupakan fproses fyang fsangat fpenting 

funtuk fpemegang fhak fatas ftanah. fHal fini fdisebabkan fkarena fsertifikat fhak fatas 

ftanah fdapat fdigunakan funtuk fmembuktikan fhak fmilik ftanah fyang fdimiliki. fSebagai 

flembaga fpengelolaan fsertifikat fhak fatas ftanah, fKantor fPertanahan fKabupaten 

fSukoharjo fmemiliki ftugas funtuk fmengelola fdan fmenjaga fketersediaan fsertifikat 

fhak fatas ftanah fyang fdiberikan fkepada fpemilik ftanah. fNamun, fJika fada fpihak 

fyang fmerasa fberhak fterhadap ftanah ftersebut fdan fmengajukan fgugatan fke 

fPengadilan, fmaka fdapat fdilakukan fpencatatan fatau fpemblokiran fdalam fbuku ftanah 

fsebagai flangkah fyang fdiperlukan fdalam fproses fpersidangan fdi fpengadilan. fSebagai 

fkonsekuensi, fpenggugat fdapat fmengajukan fpermohonan fpembatalan fsertifikat fpada 

fKantor fPertanahan. 

 Pemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fmerupakan ftindakan fyang 

fdiperlukan funtuk fmenghindari fkegunaan ftanah fyang ftidak fsesuai fdengan fhak fatas 

ftanah fyang fdimiliki. fPemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fdapat fdilakukan foleh 

fpemohon fyang fmemiliki fhubungan fhukum foleh fpemilik ftanah fsendiri fatau foleh 

fpihak flain fyang fmemiliki fhak fatas ftanah. fSecara fpihak fhubungan fhukum fterjadi 

fkarena fadanya fsurat fperjanjian fbaik fsecara fnotariel fmaupun fdibawah ftangan, fjadi 

fmisalnya fada fsuatu fperjanjian futang fpiutang fdengan fjaminan fsertifikat fdimana 

fpihak fyang fberutang fcidera fjanji fatau ftidak fmemenuhi fkewajibannya fmembayar 

futang fdan fdengan fadanya fsurat fperjanjian fitu fbisa fdilakukan fpemblokiran.14 

fPencatatan fblokir fdilakukan fterhadap fhak fatas ftanah fatas fperbuatan fhukum fatau 

fperistiwa fhukum ftermasuk fadanya fpermasalahan fperwarisan fdan fdiajukan 

fpemblokiran, fatau fkarena fadanya fsengketa fatau fkonflik fpertanahan fdalam frangka 

fperlindungan fhukum fterhadap fkepentingan fatas ftanah. 

Ketentuan fmengenai fpelaksanaan fpencatatan fblokir fyang fmengatur fsecara 

fspesifik fmengenai fpemblokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fterdapat fdi fPeraturan 

fMenteri fAgraria fdan fTata fRuang fNomor f13 fTahun f2017 ftentang ftata fcara fblokir 

fdan fsita fyang fproses fpelaksanaannya fdengan fdi fdaftarkan fdi floket fpendaftaran 

fdengan fmemenuhi fsyarat-syarat fyang ftelah fterpenuhi fdan fmembayar fPNBP 

f(Penerimaan fNegara fBukan fPajak) fatau fbiaya fyang fharus fdibayarkan foleh fpembeli 

fdalam ftransaksi fjual fbeli ftanah fdan fbangunan, fyang fbersumber fbukan fdari fpajak. 

 
14 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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fSetelah fdilakukan fpembayaran fakan fdilakukan fpengkajian fdi fseksi fpengendalian 

fdan fpenanganan fsengketa fpertanahan. fHasil fdari fpengkajian ftersebut fdisampaikan 

fke fseksi fpenetapan fhak fdan fpendaftaran ftanah fbaru fdilakukan fpencatatan fdi fbuku 

ftanah.15 f 

 Untuk fmengajukan fpermohonan fblokir fterdapat fbeberapa fpersyaratan fyang fperlu 

fdipenuhi fsesuai fdengan fhukum fdan fkebijakan fyang fberlaku. fPeraturan fMenteri 

fAgraria fDan fTata fRuang/ fKepala fBadan fPertanahan fNasional fRepublik fIndonesia 

fNomor f13 fTahun f2017 fTentang fTata fCara fBlokir fDan fSita fdimana fdijelaskan 

fbahwa fpermohonan fpencatatan fblokir fdapat fdiajukan foleh fperorangan, fbadan 

fhukum, fatau fpenegak fhukum. fPerorangan fatau fbadan fhukum fwajib fmempunyai 

fhubungan fhukum fdengan ftanah fyang fdimohonkan fpemblokiran. fPemohon fyang 

fmempunyai fhubungan fhukum fterdiri fatas: 

1. pemilik ftanah, fbaik fperorangan fmaupun fbadan fhukum; 

2. para fpihak fdalam fperjanjian fbaik fnotariil fmaupun fdi fbawah ftangan fatau 

fkepemilikan fharta fbersama fbukan fdalam fperkawinan; 

3. ahli fwaris fatau fkepemilikan fharta fbersama fdalam fperkawinan; 

4. pembuat fperjanjian fbaik fnotariil fmaupun fdi fbawah ftangan, fberdasarkan fkuasa; 

fatau 

5. bank, fdalam fhal fdimuat fdalam fakta fnotariil fpara fpihak. 

 Proses fpengajuan fpemblokiran fhak fatas ftanah fdi fKantor fPertanahan fKabupaten 

fSukoharjo, fdokumen fpendukung flainnya fyang fdiperlukan ftergantung fdari falasan 

fdan fkepentingan fdari fpemohon fblokir. fBerdasarkan fhasil fwawancara fdengan fBapak 

fSularso, fAptnh.,MM fSeksi fPengendalian fdan fPenanganan fSengketa, fpada ftanggal 

f18 fMaret f2024 fdidapat fketerangan fbahwa funtuk fpengajuan fblokir foleh fperorangan 

fatau fbadan fhukum, fpersyaratan fyang fdiajukan fketika fmelakukan fpengajuan 

fpencatatan fpemblokiran fdi fKantor fPertanahan fKabupaten fSukoharjo fdiantaranya 

fmeliputi:16 

a. formulir fpermohonan, fyang fmemuat fpernyataan fmengenai fpersetujuan fbahwa 

fpencatatan fpemblokiran fhapus fapabila fjangka fwaktunya fberakhir; 

b. fotokopi fidentitas fpemohon fatau fkuasanya, fdan fasli fSurat fKuasa fapabila 

fdikuasakan; 

c. fotokopi fAkta fPendirian fBadan fHukum; 

d. keterangan fmengenai fnama fpemegang fhak, fjenis fhak, fnomor, fluas fdan fletak 

ftanah fyang fdimohonkan fblokir; 

e. bukti fsetor fpenerimaan fnegara fbukan fpajak fmengenai fpencatatan fblokir; 

f. bukti fhubungan fhukum fantara fpemohon fdengan ftanah, fseperti: 

1) surat fgugatan fdan fnomor fregister fperkara fatau fskorsing foleh fPengadilan 

fTata fUsaha fNegara, fdalam fhal fpermohonan fblokir fyang fdisertai fgugatan 

fdi fpengadilan; 

2) surat fnikah/buku fnikah, fkartu fkeluarga, fatau fPutusan fPengadilan fberkenaan 

fdengan fperceraian fatau fketerangan fwaris, fdalam fhal fpermohonan fblokir 

ftentang fsengketa fharta fbersama fdalam fperkawinan fdan/atau fpewarisan; fdan 

 
15 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
16 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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3) Putusan fPengadilan fberkenaan fdengan futang fpiutang fatau fakta fperjanjian 

fperikatan fjual fbeli, fakta fpinjam fmeminjam, fakta ftukar fmenukar fyang 

ftelah fdilegalisir foleh fpejabat fyang fberwenang, fdalam fhal fpermohonan 

fblokir ftentang fperbuatan fhukum. 

g. syarat flainnya fsesuai fdengan fketentuan fperaturan fperundang-undangan. 

 Hasil fwawancara fselanjutnya fdengan fBapak fSularso, fA.Ptnh.,MM fSeksi 

fPengendalian fdan fPenanganan fSengketa, fpada ftanggal f18 fMaret f2024, fdidapat 

fketerangan fbahwa funtuk fpengajuan fblokir foleh fpenegak fhukum fsyarat fyang 

fdiajukan fketika fmelakukan fpengajuan fpencatatan fpemblokiran fdi fKantor 

fPertanahan fKabupaten fSukoharjo fdiantaranya fsebagai fberikut: 

a. Formulir permohonan fyang fsudah fdiisi fdan fditandatangani fpemohon fatau 

fkuasanya fdiatas fmaterai fcukup 

b. Surat kuasa fapabila fdikuasakan 

c. Fotokopi identitas fpemohon f(KTP, fKK) fdan fkuasa fapabila fdikuasakan, fyang 

ftelah dicocokkan fdengan faslinya foleh fpetugas floket 

d. Fotokopi fakta fpendirian fdan fpengesahan fbadan fhukum fyang ftelah 

fdicocokkan fdengan faslinya foleh fpetugas floket, fbagi fbadan fhukum 

e. Dokumen fpendukung fpemblokiran f(permintaan fPeradilan fdan/atau 

fpermintaan faparat fpenegak fhukum, fperorangan fatau fbadan fhukum fyang 

fmenunjukkan fbukti fkepemilikan fberupa fSertipikat fasli fdan/atau fbukti 

fkepemilikan flainnya)17 

 Proses fpencatatan fpemblokiran fsetelah fdilakukan fpendaftaran fdiloket 

fpendaftaran fmaka fakan fdilakukan fpenerimaan fpermohonan fdan fpemeriksaan.18 

fPengajuan fpermohonan fpencatatan fpemblokiran fdisampaikan fmelalui floket 

fKantor fPertanahan fsetempat fdisertai fdengan fdokumen fkelengkapan 

fpersyaratan. fSetelah fberkas fditerima fpetugas floket, flangkah fselanjutnya fadalah 

fmenyerahkan fpermohonan fblokir fkepada fKepala fKantor fPertanahan, fyang 

fkemudian fmembaca fdan fmenelaah fberkas fpermohonan ftersebut fdengan 

fseksama. fDalam fproses fini, fKepala fKantor fPertanahan fmemberikan fcatatan-

catatan fpenting fyang fharus fdicermati fdan fdilakukan foleh fseksi fatau fbagian 

fyang fberwenang fyaitu fseksi fpenetapan fhak fdan fpendaftaran ftanah, fyang 

fkemudian fmenerima fberkas ftersebut. fDalam ftugasnya, fseksi fyang fmenerima 

fberkas ftersebut fmemiliki ftanggung fjawab funtuk fmenelaah fapakah fdalam 

fpermohonan fpencatatan fblokir ftersebut fterdapat falasan fyang fkuat fdan fsah 

funtuk fdilakukan fpencatatan fblokir fpada ftanah ftersebut, fserta fapakah fyang 

fmengajukan fblokir fmerupakan forang fyang fberhak. fDalam fproses fpengkajian, 

fseksi ftersebut fmeminjam fbuku ftanah fyang fberkaitan fdengan ftanah fyang 

fdimohonkan fpemblokiran funtuk fdilihat fada fatau ftidaknya fhak ftanggungan 

fpada fbuku ftanah ftersebut, fkemudian fdikaji fdari fsegi fpermasalahan fhukumnya, 

fseperti falasan fmengajukan fgugatan fyang fdihubungkan fdengan fsurat fgugatan 

fyang fdilampirkan foleh fpemohon. 

 Persyaratan fpermohonan fyang ftelah flengkap, fpetugas floket 

fmenyampaikan fkepada fpemohon fbahwa fpersyaratan ftelah flengkap fdan 

fpemohon fmembayar fbiaya fsesuai fdengan fketentuan fperaturan fperundang-

 
17 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
18 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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undangan.19 fBiaya fyang fdimaksudkan funtuk fmelaksanakan fpengkajian fdan 

fpencatatan. fPendafataran fpencatatan fblokir foleh fpemohon fharus fdilakukan 

fdengan fsegera fdan fdiiringi fdengan fkewajiban fmembayar fbiaya fyang fsesuai 

fdengan fPeraturan fPemerintah fNomor f128 fTahun f2015 fTentang fJenis fdan 

fTarif fAtas fJenis fPenerimaan fNegara fBukan fPajak, ftermasuk fbiaya fpendaftaran 

fpencatatan fblokir fper fbidang fsebesar fRp. f50.000,-. fHal fini fdiatur fsecara 

fspesifik fdalam fPasal f8 fayat f4 fPeraturan fMenteri fAgraria fdan fTata 

fRuang/Kepala fBadan fPertanahan fNasional fRepublik fIndonesia fNomor f13 

fTahun f2017, fyang fmenjelaskan fbahwa fsetelah fdilakukan fpengkajian, fjika 

fpermohonan ftidak fmemenuhi fsyarat funtuk fdilakukan fpencatatan, fmaka fbiaya 

fsebagaimana fdimaksud ftidak fdapat fdikembalikan. fDalam fhal fini, fpemohon 

fharus fmemahami fbahwa fbiaya ftersebut fadalah fbagian fdari fproses fpengelolaan 

fhak fatas ftanah fyang fsesuai fdengan fperaturan fperundang-undangan fyang 

fberlaku. 

 Langkah fselanjutnya fpetugas floket fmenerima fberkas fpermohonan fyang 

ftelah flengkap fdilampiri fdengan fbukti fpembayaran fdan fkepada fpemohon 

fdiberikan fbukti fpenerimaan fberkas. fJika fdalam fhal fpersyaratan fpermohonan 

fbelum flengkap, fberkas fpermohonan fdikembalikan fkepada fpemohon funtuk 

fdilengkapi. fBerkas fpermohonan fyang ftelah flengkap fakan fdisampaikan fke 

floket fpendaftaran fbaru fdiserahkan fkepada fpejabat fyang fmempunyai ftugas fdi 

fbidang fpengendalian fsengketa, fkonflik fdan fperkara funtuk fdilakukan 

fpengkajian.20 fPejabat fselanjutnya fakan fmenindaklanjuti fpermohonan fdengan 

fmelakukan fpengkajian. fSetelah fdilakukan fpengkajian fyang fmenyatakan fbahwa 

fdengan fsyarat-syarat ftersebut fbisa fdilakukan fpemblokiran fmaka fakan 

fdibuatkan fdesposisi fatau fdiserahkan fkepada fseksi fyang fmencatat fyaitu fseksi 

fPenetapan fHak fdan fPendaftaran fTanah f(PHP), fnamun fjika fseksi fPHP fyang 

fmencatat fdari fhasil fpengkajian, fjika fternyata fhasil fpengkajian ftersebut ftidak 

fbisa fdilaksanakan fpemblokiran fmaka fakan fditolak fpemblokirannya fdan fberkas 

fakan fditutup.21 

 Langkah fselanjutnya fsetelah fdilakukan fpengkajian fyaitu fpetugas farsip 

fakan fmencari fbuku ftanah fyang fakan fdiblokir fdan fdilakukan fpencatatan 

fblokir. fPencatatan fblokir fdapat fdilakukan fsecara fmanual fatau felektronik. fCara 

fmanual fdengan fmelibatkan fpencatatan fsecara flangsung fpada fbuku ftanah fdan 

fsurat fukur fyang fbersangkutan, fsedangkan fcara felektronik fmelibatkan 

fpenggunaan fteknologi finformasi fyang ftelah fdisediakan funtuk fmencatat 

finformasi ftersebut.Pencatatan fblokir fdilakukan foleh fKepala fKantor fPertanahan 

fatau fpejabat fyang fditunjuk fpada fbuku ftanah fdan fsurat fukur fyang 

fbersangkutan. fPencatatan fini fharus fmemuat fketerangan fmengenai fwaktu f(jam, 

fmenit fdan fdetik) fdan ftanggal fpencatatan, fsubyek fyang fmengajukan 

fpermohonan, fserta falasan fpermohonan. fHal fini fberarti fbahwa fisi fpencatatan 

 
19 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
20 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
21 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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fblokir fharus fmencakup finformasi fyang fjelas fdan flengkap ftentang fwaktu, 

ftanggal, fdan falasan fpencatatan. 

 Pencatatan fblokir fpada fBuku fTanah fyaitu fpada fkolom fperubahan 

fdilakukan foleh fPelaksana fSubsi fPemeliharaan fData fHak fTanah fdan 

fPembinaan fPPAT. fPencatatan fblokir fpada fKantor fPertanahan fKabupaten 

fSukoharjo fberisikan ftulisan fsebagaimana fdimaksud fdilakukan fdengan fmencatat 

furaian fcatatan fblokir fsesuai fdengan fformat fyang fberbunyi: f“Pada ftanggal f... 

fdan fjam f... fmenit f… fdetik f… ftelah fdicatat fblokir fberdasarkan fpermohonan 

fSaudara f... fdengan falasan f... f”/ f“Pada ftanggal f... fdan fjam f... fmenit f… fdetik 

f… ftelah fdicatat fblokir fberdasarkan fperintah f… fdengan falasan f… f”/ f“Pada 

ftanggal f... fdan fjam f... fmenit f… fdetik f… ftelah fdicatat fblokir fberdasarkan 

fpertimbangan f… f”. fFormat fini fharus fdiikuti fsecara fketat funtuk fmemastikan 

fkejelasan fdan fkepastian fdalam fproses fpencatatan. 

 Pencatatan fblokir fpada fsertifikat fhak fatas ftanah fdilakukan fdengan fcara 

fyang fjelas fdan fdapat fdipahami foleh fpihak-pihak fyang fbersangkutan, fserta 

fmemungkinkan fpengawasan fdan fpengelolaan ftanah fyang flebih fefektif, fserta 

fmencegah fkonflik fdan fketidakpastian fyang fdapat ftimbul fdari fperbedaan 

finterpretasi fhukum. fPencatatan fblokir fdisahkan fdengan fditandatangani foleh 

fpejabat fyang fmelakukan fpencatatan fdan fdibubuhkan fcap fkantor fpertanahan, 

fberarti fbahwa fpencatatan fblokir ftelah fselesai fdan fdapat fdigunakan fsebagai 

fdokumen fyang fsah. fSetelah fpencatatan fblokir fdisahkan, fkepala fkantor 

fpertanahan fatau fpejabat fyang fmempunyai ftugas fdi fbidang fhubungan fhukum 

fkeagrariaan fmemberitahukan fsecara ftertulis fmelalui fsurat fresmi fkepada 

fpemohon fblokir fdan/atau fpihak-pihak fyang fbersangkutan fsecara fpatut, 

fsehingga fpihak fyang fbersangkutan ftelah fdiinformasikan ftentang fhasil 

fpencatatan fblokir fdan fdapat fmemahami fserta fmengikuti fprosedur fyang ftelah 

fdiambil. 

 Pelaksanaan fpemblokiran fhak fatas ftanah fdi fKantor fPertanahan 

fKabupaten fSukoharjo fmemiliki fjangka fwaktu fyang fspesifik, fyakni f30 fhari 

fkalender fterhitung fsejak ftanggal fpencatatan fblokir, fdengan fsyarat fdapat 

fdiperpanjang fmelalui fperintah fpengadilan fberupa fpenetapan fatau fputusan. 

fDalam fhal fini, fjangka fwaktu fblokir foleh fperorangan fatau fbadan fhukum 

fberlaku funtuk f30 fhari fkalender, fsedangkan fjangka fwaktu fblokir foleh fpenegak 

fhukum fberlaku fhingga fdihentikannya fkasus fpidana fyang fsedang fdalam 

fpenyidikan fdan fpenuntutan, fatau fhingga fdihapusnya fpemblokiran foleh 

fpenyidik fyang fbersangkutan. fKepala fKantor fPertanahan fdapat fmeminta 

fketerangan fkepada fpenyidik fterkait fkasus fatas ftanah fyang fdicatat fblokir. 

 Pembokiran fsertifikat fhak fatas ftanah fyang fterjadi fdi fKantor fPertanahan 

fKabupaten fSukoharjo fdisebabkan fkarena fadanya fsengketa fatau fdijaminkan 

fkepada fseseorang fdan fmempunyai fhubungan fhukum, fdimana fterdapat futang 

fpiutang fdengan fjaminan fsertifikat fhak fatas ftanah fyang fmana fsertifikat 

ftersebut ftidak fdalam fcatatan fpembebanan fhak ftanggungan, fkemudian fterjadi 

fwanprestasi f(cidera fjanji), fangsurannya fyang ftidak flancar/ fpembayarannya 

fyang ftidak flancar fdan fpada fakhirnya fpemilik fhak fatas ftanah fmengajukan 

fgugatan fke fpengadilan fdengan fmengajukan fgugatan fke fKantor fPertanahan 

fSukoharjo funtuk fmelakukan fpemblokiran.22Seperti fhalnya fsehubungan fdengan 

fpermohonan fpencatatan fblokir fdari fSularno fterhadap fsertifikat fHM fNo. f3568 

 
22 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 10 Juni 2024 jam 09:00 di ruang kerjanya. 
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fatas fnama fSularno fterletak fdi fDesa/Kel fPonowaren fKecamatan fTawangsari 

fKabupaten fSukoharjo, fyang fdijaminkan fke fseseorang funtuk fmeminjam fuang 

fsebesar fRp. f175.000.000, fnamun fSularno fberusaha fakan fmengganti fuang 

ftersebut fyang fkemudian fmelakukan fpencatatan fblokir fke fKantor fPertanahan 

fKabupaten fSukoharjo fsupaya ftidak fterjadi fperalihan fke fpihak flain fyang fmana 

fbahwa fSularno fselaku fpemohon fblokir fmelampirkan fbukti fadanya fhubungan 

fhukum fantara fpemohon fblokir fdengan fobyek ftanah fyang fdi fmohonkan fblokir, 

fberupa:23 

a. Foto fcopi fsah fKartu fTanda fPenduduk fselaku fpemegang fsertipikat. 

 Berdasarkan fPeraturan fMenteri fAgraria fDan fTata fRuang/ fKepala fBadan 

fPertanahan fNasional fNomor f13 fTahun f2017 fdan fPMNA fNomor f3 ftahun 

f1997 fpasal f126, fmaka fpermohonan fpencatatan fblokir ftersebut fdapat 

fdilaksanakan/ fdapat fdicatatkan fdan fdalam fjangka fwaktu f30 fhari fkalender 

fterhitung fsejak ftanggal fpencatatan, fmaka fblokir fhapus fdengan fsendirinya. 

 Kantor fpertanahan fkabupaten fsukoharjo fjuga fmelakukan fpenolakan 

fterhadap fpemblokiran fyang fdisebabkan fjika fdalam fhal ftanah fobyek 

fpermohonan fterdapat fcatatan fdibebani fHak fTanggungan, fmaka fpencatatan 

fpemblokiran ftidak fdapat fdi fpertimbangkan/ fditolak fkecuali fdilampiri fdengan 

fSita fJaminan/Sita fPersamaan. fSehubungan fdengan fpermohonan fpencatatan 

fblokir fdari fEtik fNugroho fYekti fselaku fkuasa fdari fSadino fCitro fSuwarno 

fterhadap fSertipikat fHM fNo. f2463 fDesa fPolokarto fKecamatan fPolokarto 

fKabupaten fSukoharjo, fdengan fini fkami fsampaikan fhal-hal fsebagai fberikut:24 

1. Bahwa fobyek fpermohonan fpemblokiran fadalah fsertipikat fHM fNo. f2463 

fDesa fPolokarto fKec. fPolokarto fKab. fSukoharjo fluas f± f974 fM2 fdan ftelah 

fdibebani fHak fTanggungan fan. fPT. fBank fPerkreditan fRakyat fSuryamas 

fberkedudukan fdi fKota fSurakarta fdengan fNomor fHak fTanggungan f1532/ 

f2020. 

2. Bahwa fberdasarkan fUndang-Undang fHak fTanggungan fNomor: f4 fTahun 

f1996 fpasa f14 fSertipikat fHak fTanggungan fmempunyai fkekuatan 

feksekutorial fyang fsama fdengan fPutusan fPengadilan fyang ftelah fmempunyai 

fkekuatan fhukum ftetap. 

3. Bahwa fdam fhal ftanah fobyek fpermohonan fterdapat fcatatan fdibebani fHak 

fTanggungan, fmaka fpencatatan fpemblokiran ftidak fdapat fdi fpertimbangkan/ 

fditolak fkecuali fdilampiri fdengan fSita fJaminan/Sita fPersamaan. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor: 13 Tahun 2017 dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 pasal 

126, maka permohonan pencatatan blokir tersebut tidak dapat dilaksanakan/ tidak 

dapat dicatatkan. 

 Konteks pengaduan dan perlindungan hukum, catatan blokir yang dilakukan 

oleh perorangan atau badan hukum dapat dihapus jika jangka waktu blokir telah 

berakhir dan tidak diperpanjang. Hal ini terjadi ketika pihak yang memohon 

pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir, atau 

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir, atau jika ada 

perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan. 

 
23 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 10 Juni 2024 jam 09:00 di ruang kerjanya. 
24 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 10 Juni 2024 jam 09:00 di ruang kerjanya. 

 



Jurnal Bevinding Vol 02 No 03 Tahun 2024 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

E-ISSN 3024-9805 

 

34 
 

 Catatan blokir dapat diperpanjang atas perintah pengadilan, tetapi dapat dihapus 

apabila ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan yang mengarah pada 

penghentian proses hukum. Untuk menghapus catatan blokir, permohonan harus 

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dalam konteks 

penegakan hukum, catatan blokir dapat dihapus jika kasus pidana yang sedang dalam 

penyidikan dan penuntutan telah dihentikan, atau jika penyidik mengajukan 

penghapusan catatan blokir. Permohonan penghapusan catatan blokir juga harus 

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

 Penghapusan catatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau 

pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan. 

Penghapusan blokir dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Penghapusan 

blokir secara manual dilakukan dengan mencatat uraian penghapusan catatan blokir 

pada buku tanah dan surat ukur, sedangkan penghapusan blokir secara elektronik 

dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang telah disediakan oleh Kantor 

Pertanahan. Dokumen penghapusan ini harus memuat keterangan yang jelas dan 

lengkap, yang memuat keterangan mengenai waktu (jam, menit dan detik) dan tanggal 

pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, dan alasan penghapusan. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan transparansi dan keterjaminan dalam proses 

penghapusan blokir, serta untuk memudahkan pengawasan dan penggunaan tanah 

yang bersangkutan. Penghapusan catatan blokir diberitahukan secara tertulis melalui 

surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara 

patut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan 

proses penghapusan blokir dapat memahami dan mengikuti prosedur yang telah 

diambil. 

 Masa blokir yang telah berakhir, segala pencatatan ataupun peralihan hak yang 

diajukan pemilik sertifikat dapat diproses kembali oleh pihak Kantor Pertanahan. 

Pemohon blokir tidak dapat membantah yang telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Jika terdapat kerugian bagi pihak yang melakukan blokir, maka hal tersebut 

merupakan diluar kewenangan pihak Kantor Pertanahan. Berdasarkan penjelasan 

pihak kantor pertanahan kepada pemohon blokir saat melakukan pendaftaran blokir 

bahwa jangka waktu blokir tersebut hanya 30 hari sejak terhitung masuk dalam 

aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).  

 

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak 

Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

 Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. sebagai Kepala 

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, diperoleh informasi bahwa dalam proses 

pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, terdapat 

beberapa hambatan yang ditemui yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

tugas. Dalam prosesnya, hambatan tersebut meliputi:25 

1. Pemahaman dari masyarakat yang kurang memahami tata cara blokir atau para pihak 

yang mungkin dalam memahami aturan tata cara blokir belum bisa memahami secara 

jelas dan tepat karena pada dasarnya dengan adanya aturan blokir yang tertulis pada 

peraturan yang berlaku, para pihak yang mempunyai kepentingan dalam melakukan 

pemblokiran harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah, namun pada 

kenyataannya banyak para pihak yang melakukan pemblokiran tidak memberikan 

 
25 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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bukti bahwa mereka mempunyai hubungan hukum dengan tanah tetapi tetap 

melakukan pemblokiran, sehingga akhirnya dari pihak kantor pertanahan tidak bisa 

melakukan pemblokiran secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena 

tidak ada dasar hukum yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut.26 

2. Dalam beberapa kasus, warga masyarakat kadang-kadang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, terutama ketika jangka waktu blokir 

30 hari telah berakhir, tetapi permasalahan tersebut belum selesai. Dalam beberapa 

contoh, pihak yang berkepentingan telah melakukan blokir ke kantor pertanahan, 

namun setelah jangka waktu 30 hari telah berlalu, mereka tidak menindaklanjuti untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

3. Kurangnya pemahaman para pihak dalam mematuhi peraturan tata cara blokir 

sertifikat hak atas tanah dalam memenuhi persyaratan yang tidak lengkap, serta 

ketidaktahuan mereka tentang pentingnya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

proses pengurusan hak atas tanah, seperti surat keterangan, surat pernyataan, dan 

dokumen lainnya yang relevan, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses 

pengurusan hak atas tanah, seperti kekurangan data yang diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan, kekurangan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan, serta 

kekurangan informasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan. Dengan 

demikian, penting bagi para pihak untuk memahami peraturan tata cara blokir sertifikat 

hak atas tanah dan memenuhi persyaratan yang lengkap dan sesuai agar proses 

pengurusan hak atas tanah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

4. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tanah, kehadiran para pihak 

pada panggilan dari kantor pertanahan sangat penting. Namun, seringkali para pihak 

yang terlibat dalam konflik tidak hadir ketika dipanggil, sehingga proses penyelesaian 

permasalahan menjadi lambat dan tidak kunjung selesai. 

5. Penyelesaian sengketa yang tidak kunjung selesai karena dalam proses 

penyelesaiannya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari pembahasan di atas mengenai pemblokiran sertipikat hak atas tanah 

pada Kantor Pertanahan Kota Sukoharjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Prosedur Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo Pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pencatatan Blokir dan Sita.  

b. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat 

Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo meliputi kurangnya 

pemahaman masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses pengurusan hak atas 

tanah, serta ketidaktahuan mereka tentang pentingnya dokumen yang diperlukan. 

 
26 Wawancara dengan Bapak Sularso, Aptnh.,MM. Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada 

hari/tanggal: Senin, 18 Maret 2024 jam 10:30 - 12:00 di ruang kerjanya. 
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Selain itu, kehadiran para pihak pada panggilan dari kantor pertanahan sangat penting 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tanah, namun seringkali tidak 

hadir ketika dipanggil, sehingga proses penyelesaian permasalahan menjadi lambat 

dan tidak kunjung selesai. Penyelesaian sengketa yang tidak kunjung selesai juga 

dapat terjadi karena membutuhkan waktu dan proses yang panjang. 

 2. Saran  

 Berdasarkan seluruh hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin dikemukakan 

penulis sebagai saran, yaitu : 

a. Kantor Pertanahan Sukoharjo harus memastikan bahwa prosedur pencatatan 

pemblokiran hak atas tanah dilakukan dengan ketat, sesuai dengan Standar Prosedur 

Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) yang telah ditetapkan, dengan menerima 

permohonan pemblokiran hanya jika memiliki dasar alasan yang jelas dan konsisten 

serta memastikan bahwa setelah 30 hari tidak ada kemajuan yang signifikan, maka 

pemblokiran harus segera dicabut untuk menghindari kerugian pada pihak yang 

berkepentingan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses 

pengelolaan hak atas tanah. 

b. Kantor Pertanahan Sukoharjo harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

tata cara blokir dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pemblokiran dengan 

memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang prosedur dan 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pemblokiran. 
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